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PENYIDIKAN PELANGGARAN  KETENTUAN  
PIDANA  ATAS  RAHASIA   DAGANG   

MENURUT    UNDANG-UNDANG NOMOR  30 
TAHUN 2000  TENTANG  RAHASIA  DAGANG1 

Oleh  : Cindy Graciela Baeruma Maabuat2 
 

ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya yaitu untuk mengetahui 
bagaimanakah terjadinya pelanggaran-
pelanggaran hukum terhadap rahasia dagang 
dan bagaimanakah penyidikan pelanggaran 
hukum atas rahasia dagang menurut Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia 
Dagang, yang dengan menggunakan metode 
penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 
1. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum rahasia 
dagang terjadi apabila seseorang dengan 
sengaja mengungkapkan rahasia dagang 
dengan cara mengingkari kesepakatan atau 
mengingkari kewajiban tertulis atau tidak 
tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang 
bersangkutan dan pihak lain memperoleh atau 
menguasai rahasia dagang tersebut dengan 
cara yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta 
dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan 
rahasia dagang pihak lain dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2. 
Penyidikan pelanggaran hukum atas rahasia 
dagang dilakukan oleh penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia dan Penyidik 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
departemen yang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
uundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang Rahasia Dagang. 
Kewenangan penyidik, yaitu melakukan 
pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau 
keterangan dan pembukuan, pencatatan dan 
dokumen lainnya, barang bukti serta terhadap 
pihak yang melakukan tindak pidana di bidang 
Rahasia Dagang. Penyidik dapat melakukan 
penyitaan terhadap bahan dan/atau barang 
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hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti 
dalam perkara tindak pidana di bidang Rahasia 
Dagang, dan/atau meminta bantuan ahli dalam 
rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang Rahasia Dagang. 
Kata kunci: rahasia dagang; penyidikan; 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Penyidikan merupakan bagian penting 
dalam proses peradilan pidana untuk 
menyelesaikan perkara tindak pidana berkaitan 
dengan rahasia dagang, karena melalui 
penyidikan, penyidik dapat melakukan 
serangkaiam tindakan untuk mengumpulkan 
bukti-bukti yang dapat membuat terang 
peristiwa pidana yang telah terjadi dan melalui 
bukti-bukti yang dikumpulkan dapat ditemukan 
tersangka pelaku tindak pidana atas rahasia 
dagang. Penyidikan terhadap pelaku tindak 
pidana rahasia dagang diarahkan pada pihak 
tertentu sebagai subjek hukum yang telah 
mengungkapkan rahasia dagang pada pihak lain 
atau mengingkari perjanjian yang telah dibuat 
untuk menjaga rahasia dagang tidak diberikan  
kepada pihak lain atau dengan sengaja dan 
tanpa hak menggunakan rahasia dagang dari 
pihak yang berhak secara hukum.  

Kewenangan penyidik dalam melakukan 
penyidikan terhadap perkara pelanggaran 
hukum rahasia dagang dilaksanakan sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-
Undang Nomor Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. 

 
B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanakah terjadinya pelanggaran-
pelanggaran hukum terhadap rahasia 
dagang ? 

2. Bagaimanakah penyidikan pelanggaran 
hukum atas rahasia dagang menurut 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 
Tentang Rahasia Dagang ? 
 

C. METODE PENELITIAN 
Bahan-bahan yang digunakan untuk 

penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan.  
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PEMBAHASAN 
A. Pelanggaran Hukum Atas Rahasia Dagang 

Yang Dapat Dilakukan Penyidikan Oleh 
Penyidik 
Hak kekayaan intelektual dapat terbagai 

dalam dua kategori, yaitu: Hak Cipta dan Hak 
Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri 
meliputi: a) Paten; b) Merek; c) Desain Industri; 
d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; e) Rahasia 
Dagang; f) Varietas Tanaman. 3  Pelanggaran 
hukum atas rahasia dagang, sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2000 Tentang Rahasia Dagang, Pasal 13. 
Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi 
apabila seseorang dengan sengaja 
mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari 
kesepakatan atau mengingkari kewajiban 
tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga 
Rahasia Dagang yang bersangkutan. 

Pasal 14. Seseorang dianggap melanggar 
Rahasia Dagang pihak lain apabila ia 
memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang 
tersebut dengan cara yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 15. Perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran 
Rahasia Dagang apabila : 
a. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang 

atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut 
didasarkan pada kepentingan pertahanan 
keamanan, kesehatan, atau keselamatan 
masyarakat; 

b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang 
dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang 
milik orang lain yang dilakukan semata-mata 
untuk kepentingan pengembangan lebih 
lanjut produk yang bersangkutan. 
Penjelasan Pasal 15 huruf (b) Yang dimaksud 

dengan "Rekayasa Ulang" (reverse 
engineering) adalah suatu tindakan analisis dan 
evaluasi untuk mengetahui informasi tentang 
suatu teknologi yang sudah ada. 

Pasal 17 ayat: 
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa 

hak menggunakan Rahasia Dagang pihak 
lain atau melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
atau Pasal 14 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun 

                                                             
3Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek. 
Pustaka Yustisia, Cetakan l. Yogyakarta. 2011. hal. 9. 

dan/atau denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) merupakan delik aduan. 

Delik, yaitu perbuatan yang dapat dikenakan 
pidana karena merupakan pelanggaran 
terhadap undang-undang; tindak pidana; 
perbuatan pidana. Delik Aduan: Delik aduan 
adalah kejahatan yang dapat dituntut apabila 
ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban 
atau dirugikan. Di dalam bahasa Belanda 
disebut Klacht Delict dan diatur di dalam KUHP 
Pasal 319, 287, 293, 332). Delik Aduan, yaitu: 
Pelanggaran (perbuatan, tindak pidana) berupa 
penghinaan fitnah atau pencemaran nama baik 
yang dilakukan secara tertulis atau lisan 
terhadap seseorang dan dapat dituntut di 
depan pengadilan jika ada pengaduan dari 
pihak yang merasa dirugikan nama baiknya.4 

Beberapa delik aduan yang diatur dalam 
hukum pidana, sebagaimana dinyatakan pada 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
Pasal 319. Penghinaan yang diancam dengan 
pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak 
ada pengaduan dari orang yang terkena 
kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316. 

Pasal 287 ayat: 
(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang 

wanita di luar perkawinan, padahal 
diketahuinya atau sepatutnya harus 
diduganya bahwa umumya belum lima 
belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, 
bawa belum waktunya untuk dikawin, 
diancam dengan pidana penjara paling 
lama sembilan tahun. 

(2)  Penuntutan hanya dilakukan atas 
pengaduan, kecuali jika umur wanita belum 
sampai dua belas tahun atau jika ada salah 
satu hal berdasarkan Pasal 291 dan pasal 
294.  

 Pasal 293 ayat: 
(1) Barangsiapa dengan memberi atau 

menjanjikan uang atau barang, 
menyalahgunakan pembawa yang timbul 
dari hubungan keadaan, atau dengan 
penyesatan sengaja menggerakkan seorang 
belum dewasa dan baik tingkahlakunya 
untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul dengan dia, 
padahal tentang belum kedewasaannya, 
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Lex Crimen Vol. VII/No. 10/Des/2018 

 

121 

diketahui atau selayaknya harus diduganya, 
diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun.  

(2)  Penuntutan hanya dilakukan atas 
pengaduan orang yang terhadap dirinya 
dilakukan kejahatan itu.  

(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 
bagi pengaduan ini adalah masing-masing 
sembilan bulan dan dua belas bulan.  

Pasal 332 ayat: 
(1)  Bersalah melarikan wanita diancam dengan 

pidana penjara: 
1. paling lama tujuh tahun, barang siapa 

membawa pergi seorang wanita yang 
belum dewasa, tanpa dikehendaki orang 
tuanya atau walinya tetapi dengan 
persetujuannya. dengan maksud untuk 
memastikan penguasaan tezhadap 
wanita itu, baik di dalam maupun di luar 
perkawinan; 

2. paling lama sembilan tahun, barang 
siapa membawa pergi seorang wanita 
dengan tipu muslihat, kekerasan atau 
ancaman kekerasan, dengan maksud 
untuk memastikan penguasaannya 
terhadap wanita itu, baik di dalam 
maupun di luar perkawinan. 

(2)  Penuntutan hanya dilakukan atas 
pengaduan. 
(3)  Pengaduan dilakukan: 

a. jika wanita ketika dibawa pergi belum 
dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain 
yang harus memberi izin bila dia kawin; 

b. jika wanita ketika dibawa pergi sudah 
dewasa, oleh dia sendiri atau oleh 
suaminya. 

(4) Jika yang membaiva pergi lalu kawin dengan 
wanita yang dibawa pergi dan terhadap 
perkawinan itu berlaku aturan aturan 
Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat 
dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu 
dinyatakan batal. 

Delik suatu tindakan melanggar hukum yang 
telah dilakukan dengan sengaja atau tidak 
sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu 
perbuatan yang dapat dihukum. Delik aduan, 
delik yang hanya dapat dituntut karena adanya 
pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban).5 

                                                             
5Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya A. 
Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & 

Delik hukum, perbuatan yang bertentangan 
dengan keadilan terlepas apakah perbuatan itu 
diancam dengan pidana dalam satu undang-
undang atau tidak, sehingga benar-benar 
dirasakan oleh masyarakat sebagai 
bertentangan dengan keadilan.6 

Delik aduan; Klacht Delict: yang hanya dapat 
dituntut jika ada pengaduan dari orang 
(korban) yang berhak mengadu menurut 
undang-undang, misalnya penghinaan 
permukahan dan lain-lain. Delik aduan 
semacam ini disebut delik aduan mutlak, 
artinya memang deliknya yang mutlak harus 
ada aduan. Delik aduan yang kedua disebut 
delik aduan tidak mutlak atau relatif, artinya 
deliknya sendiri bukan delik aduan seperti 
pencurian antarkeluarga, penipuan 
antarkeluarga dan seterusnya. Menjadi aduan 
karena dilakukan antarkeluarga sampai derajad 
ketiga.7  

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum 
yang berlaku sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 
Tentang Rahasia Dagang, Pasal 17 ayat (1) dan 
(2), maka perbuatan dengan sengaja 
mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari 
perjanjian yang telah dibuat untuk menjaga 
rahasia dagang atau dengan sengaja dan tanpa 
hak menggunakan rahasia dagang pihak lain 
merupakan tindak pidana yang dapat diproses 
sesuati dengan prosedur hukum acara pidana 
apbila ada pengaduan dari pihak korban atau 
pihak yang dirugikan. 

Tindak pidana; delik, delict; delikt; offence: 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana oleh undang-undang. 8   Menurut Ali 
Mahrus, perbuatan pidana menunjuk pada 
perbuatan baik secara aktif maupun secara 
pasif, sedangkan apakah pelaku ketika 
melakukan perbuatan pidana patut dicela atau 
memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah 
perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada 
pertanggungjawaban pidana.9 

Perkara pidana, strafzaak, yaitu delik yang 
merupakan objek perkara pidana.10 Kata delik 

                                                                                           
Perundang-Undangan Terbaru) Visimedia, Cet. l. Jakarta, 
2012, hal. 72. 
6 Ibid, hal. 72. 
7Andi Hamzah, Op.Cit, hal. 51. 
8 Andi Hamzah, Op.Cit, hal. 164. 
9 Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan 
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,  2011,hal. 97. 
10 Andi Hamzah, Op.Cit,hal. 118. 
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berasal dari bahasa latin, yakni delictum. Dalam 
bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa 
Perancis disebut delit dan dalam bahasa 
Belanda disebut delict. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan 
sebagai berikut: “perbuatan yang dapat 
dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang tindak 
pidana”.11 
Tindak pidana rahasia dagang, merupakan 
tindak pidana khusus, karena diatur dalam 
peraturan perundang-undangan di luar Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Tindak pidana, yaitu: setiap perbuatan yang 
diancam hukuman sebagai kejahatan atau 
pelanggaran baik yang disebut dalam 
KUHPidana maupun peraturan perundang-
undangan lainnya. 12  Tindak pidana khusus, 
yaitu: tindak pidana yang diatur tersendiri 
dalam undang-undang khusus yang 
memberikan peraturan khusus tentang tata 
cara penyidikannya, tuntutannya, 
pemeriksaannya maupun sanksinya yang 
menyimpang dari ketentuan yang dimuat 
dalam KUHPidana.13 

Perbuatan pidana semata menunjuk pada 
perbuatan baik secara aktif maupun secara 
pasif, sedangkan apakah pelaku ketika 
melakukan perbuatan pidana patut dicela atau 
memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah 
perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada 
pertanggungjawaban pidana.14  

Dalam KUHPidana di Indonesia, jelas 
terkandung makna bahwa suatu perbuatan 
pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-
unsur: 
a. Adanya perbuatan manusia; 
b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan 

ketentuan hukum; 
c. Adanya kesalahan; 
d. Orang yang berbuat harus dapat 

dipertanggungjawabkan.15 
Bilamana suatu perbuatan dapat disebut 

sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan 

                                                             
11

 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, 
Sinar Grafika. Cetakan Kedua, 2005, Jakarta, hal. 7. 
12 Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya 
A., Op.Cit, hal. 311. 
13 Ibid, hal. 311. 
14 Ali Mahrus, Op.Cit.  hal. 97 
15  Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT. Refika 
Aditama, Bandung, 2008, hal. 12. 

tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, 
sebagai berikut:16 
1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging); 
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian 

undang-undang (wetterlijkeomshrijving); 
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak 

(melawan hukum); 
4. Kelakuan itu dapat diberatkan 

(dipertanggungjawabkan) kepada pelaku; 
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana. 

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak 
pidana (delict) ialah suatu perbuatan atau 
rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan 
hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat 
dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau 
memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-
unsur itu terdiri dari:17 
1. Objektif  

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang 
bertentangan dengan hukum dan 
mengindahkan akibat yang oleh hukum 
dilarang dengan ancaman hukum, yang 
dijadikan titik utama dari pengertian objektif 
di sini adalah tindakannya. 

2.  Subjektif  
Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat 
tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat 
unsur ini mengutamakan adanya pelaku 
(seorang atau beberapa orang).  
Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka 

suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 
harus memenuhi persyaratan supaya dapat 
dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-
syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu 
peristiwa pidana ialah sebagai berikut.18 
1. Harus ada suatu perbuatan.  

Maksudnya, memang benar ada suatu 
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 
beberapa orang. Kegiatan itu terlihat 
sebagai suatu perbuatan tertentu yang 
dapat dipahami oleh orang lain sebagai 
sesuatu yang merupakan peristiwa; 

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang 
dilukiskan dalam ketentuan hukum.  
Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa 
hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang 

                                                             
16 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-l. 
Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 163-164 (Lihat C.S.T. 
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, 
Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 290). 
17 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Ed. 2. 
Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 175. 
18 Ibid, hal. 175. 
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berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib 
mempertangungjawabkan akibat yang 
ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan 
dengan syarat ini, hendaknya dapat 
dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang 
tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun 
tidak perlu mempertangungjawabkan. 
Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan 
itu dapat disebabkan dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa orang dalam 
melaksanakan tugas, membela diri dari 
ancaman orang lain yang mengangganggu 
keselamatannya dan dalam keadaan 
darurat; 

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat 
dipertanggungjawabkan.  
Maksudnya bahwa perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang atau beberapa 
orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu 
perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan 
hukum; 

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, 
suatu perbuatan yang berlawanan dengan 
hukum dimaksudkan kalau tidndakannya 
nyata-nyata bertentangan dengan aturan 
hukum; Harus tersedia ancaman 
hukumannya.  
Maksudnya kalau ada ketentuan yang 
mengatur tentang larangan atau keharusan 
dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan 
itu memuat sanksi ancaman hukumannya. 
Ancaman hukuman itu dinyatakan secara 
tegas berupa maksimal hukumannya yang 
harus dilaksanakan oleh para pelakunya. 
Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat 
ancaman hukuman terhadap suatu 
perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, 
pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman 
tertentu.19 
Bentuk-bentuk pelanggaran hukum rahasia 

dagang terjadi apabila seseorang dengan 
sengaja mengungkapkan rahasia dagang 
dengan cara mengingkari kesepakatan atau 
mengingkari kewajiban tertulis atau tidak 
tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang 
bersangkutan dan pihak lain memperoleh atau 
menguasai rahasia dagang tersebut dengan 
cara yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

                                                             
19 Ibid, hal. 176. 

Sanksi pidana yang dikenakan atas 
pelanggaran hukum terhadap rahasia dagang 
karena dengan dengan sengaja dan tanpa hak 
menggunakan rahasia dagang pihak lain atau 
melakukan perbuatan mengungkapkan rahasia 
dagang dengan cara mengingkari kesepakatan 
atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak 
tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang 
bersangkutan dan pihak lain memperoleh atau 
menguasai rahasia dagang tersebut dengan 
cara yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Hukuman yang diberlakukan terhadap 
pelaku pelanggaran hukum atas rahasia dagang 
tentunya memiliki tujuan agar tidak melakukan 
lagi perbuatannya dan bagi pihak-pihak lain 
merupakan suatu peringatan dan pembelajaran 
agar tidak melakukan pelanggaran hukum atas 
rahasia dagang.  

Sanksi, sanctie, yaitu akibat hukum bagi 
pelanggar ketentuan undang-undang. Ada 
sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada 
sanksi pidana. 20  Sanksi pidana, strafsanctie, 
yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran 
ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau 
tindakan. 21  Pidana (Straf): hukuman yang 
dijatuhkan terhadap orang yang terbukti 
bersalah melakukan delik berdasarkan putusan 
yang berkekuatan hukum tetap.22 

Tujuan penghukuman yakni untuk 
memberikan efek jera merupakan bagian dari 
proses penegak hukum dalam mencegah 
terjadinya pelanggaran hukum atas rahasia 
dagang. Sanksi pidana sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 
Tentang Rahasia Dagang perlu diterapkan 
secara tegas terhadap pelaku pelanggaran 
hukum atas rahasia dagang. Penegakan sanksi 
dalam hukum pidana sebagai upaya untuk 
memberikan jaminan kepastian hukum bagi 
pihak-pihak yang telah menjadi korban dan 
mengalami kerugian akibat suatu perbuatan 
pidana dapat memperoleh keadilan. 

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum 
pidana membedakan hukum pidana dengan 
bagian hukum yang lain. Hukuman dalam 

                                                             
20 Andi Hamzah, Op.Cit, hal. 138. 
21 Ibid, hal. 138. 
22 Ibid, hal. 119. 
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hukum pidana ditujukan untuk memelihara 
keamanan dan pergaulan hidup yang benar.23  
B. Penyidikan Pelanggaran Hukum Atas 

Rahasia Dagang  
Penyidikan pelanggaran hukum atas rahasia 

dagang merupakan bagian penting untuk 
mengumpulkan semua bukti-bukti yang 
diperlukan guna membuat terang peristiwa 
yang telah terjadi dan dapat ditentukan subjek 
hukum yang patut diduga telah melakukan 
tindak pidana rahasia dagang. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 
Tentang Rahasia Dagang, mengatur mengenai 
Penyidikan, Pasal 16 ayat: 
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia, Penyidik Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
departemen yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan 
Intelektual diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-uundang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang Rahasia Dagang. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) berwenang : 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran 

pengaduan atau keterangan berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Rahasia 
Dagang; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak 
yang melakukan tindak pidana di bidang 
Rahasia Dagang; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti 
dari para pihak sehubungan dengan 
peristiwa tindak pidana di bidang 
Rahasia Dagang; 

d. melakukan pemeriksaan atas 
pembukuan, pencatatan dan dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang Rahasia Dagang; 

e. melakukan pemeriksaan ditempat 
tertentu yang diduga terdapat barang 
bukti pembukuan, pencatatan dan 
dokumen lain; 

f. melakukan penyitaan terhadap bahan 
dan/atau barang hasil pelanggaran yang 
dapat dijadikan bukti dalam perkara 

                                                             
23 Leden Marpaung, Op.Cit, hal. 105. 

tindak pidana di bidang Rahasia Dagang; 
dan/atau 

g. meminta bantuan ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang Rahasia Dagang. 

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dalam melaksanakan tugasnya 
memberitahukan dimulainya penyidikan 
dan melaporkan hasil penyidikannya 
kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia. 

(4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, 
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat 
Polisi Negara Republik Indonesia dengan 
mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang 
Hukum Acara Pidana. 

Pemeriksaan, ialah: “proses, cara perbuatan 
memeriksa suatu proses atau upaya 
penyelidikan; pengusutan perkara dan 
sebagainya”.24 

Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk 
kepada aparat penegak hukum bagaimana 
prosedur untuk mempertahankan hukum 
pidana materiil, bila ada seseorang atau 
sekelompok orang yang disangka/dituduh 
melanggar hukum pidana. Hukum Acara Pidana 
disebut hukum formil (formeel Strafrecht) 
sedang hukum pidana disebut hukum Pidana 
Materil (Materieel Strafrecht), jadi kedua 
hukum tersebut mempunyai hubungan yang 
sangat erat.25 

Tahapan dalam prosedur peradilan pidana 
dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. 
Oleh karena itu dalam mengumpulkan alat-alat 
bukti yang diperlukan penyidik harus secara 
cermat dan teliti agar semua bukti yang 
diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara 
hukum bagi kepentingan pemeriksaan 
selanjutnya untuk penuntutan dan pemeriksaan 
di pengadilan. 

Hukum Acara Pidana mempunyai tugas 
untuk:26 

                                                             
24 Sudarsono, Op.Cit,  hal. 346. 
25 Yulies Tiena Masriani, Op.Cit, hal. 82. 
26 Ibid, hal. 82. 
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1. Mencari dan mendapatkan kebenaran 
materiil; 

2. Memperoleh keputusan oleh hakim tentang 
bersalah tidaknya seseorang atau 
sekelompok orang yang disangka/didakwa 
melakukan perbuatan pidana; 

3. Melakasanakan putusan hakim. 
Dari uraian di atas dapatlah dimengerti 

bahwa hukum Acara Pidana tidak semata-mata 
menerapkan hukum acara pidana, akan tetapi 
lebih menitikberatkan pada proses dari 
pertanggungjawaban seseorang atau 
sekelompok orang yang diduga dan/atau 
didakwa telah melakukan perbuatan pidana.27 

Pengaduan terhadap tindak pidana itu dapat 
dilakukan dengan lisan atau secara tertulis. Jika 
dilakukan secara lisan, maka pengaduan itu 
harus dicatat oleh penyelidik/penyidik dalam 
suatu akte dan ditandatangani oleh pengadu 
dan pengaduan itu harus ditandatangani oleh 
yang mengadukannya, kemudian bagi 
penyelidik/penyidik yang telah menerima 
pengaduan tersebut harus membuat tanda 
terima. Undang-undang memberikan 
penegasan dalam hal tindakan 
penyelidik/penyidik setelah menerima 
pengaduan/laporan sebagai berikut: Penyelidik 
dan penyidik yang telah menerima laporan 
tersebut segera datang ke tempat kejadian 
dapat melarang setiap orang untuk 
meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan 
di situ untuk meninggalkan tempat itu selama 
pemeriksaan di situ belum selesai (Pasal 111 
ayat (3) KUHAP). “Pelanggar larangan tersebut 
dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai 
pemeriksaan dimaksud selesai” (Pasal 111 ayat 
(4) KUHAP).28 

Mengingat Penjelasan dari pasal tersebut 
dianggap sudah jelas oleh pembentuk undang-
undang, maka meskipun yang tersurat dalam 
pasal tersebut hanyalah perihal adanya 
pelaporan dan bukan pengaduan, menurut 
Waluyadi pengertian pengaduan sebenarnya 
adalah laporan tentang telah terjadinya tindak 
pidana, sementara dalam laporan mencakup 
pemberitahuan tentang kemungkinan akan 

                                                             
27 Ibid. 
28Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, 
(Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para 
Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi 
Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman, Mandar Maju. 
Bandung, 1999, hal. 53. 

terjadi, sedang atau telah terjadi tindak pidana. 
Dengan dasar ini, maka Waluyadi berpendapat 
bahwa pengaduan sudah memenuhi kriteria 
dan unsur laporan, sehingga Pasal 111 ayat (3) 
dan (4) KUHAP berlaku juga bagi pengaduan.29 

Tujuan penyitaan berbeda dengan tujuan 
penggeledahan, yang dimaksudkan untuk 
kepentingan penyelidikan atau untuk 
pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan 
tujuan penyitaan di mana tujuannya ialah untuk 
kepentingan pembuktian, terutama ditujukan 
sebagai barang bukti, di muka sidang 
pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya 
barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan 
di muka sidang pengadilan. Oleh karena itu 
agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, 
penyidik melakukan tindakan penyitaan guna 
dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, 
dalam tingkat penuntutan dan tingkat 
pemeriksaan persidangan pengadilan.30  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 
mengatur mengenai Penyitaan, sebagaimana 
dinyatakan pada Pasal 38 ayat: 

(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh 
penyidik dengan surat izin ketua 
pengadilan negeri setempat.  

(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan 
mendesak bilamana penyidik harus 
segera bertindak dan tidak mungkin 
untuk mendapatkan surat izin terlebih 
dahulu, tanpa mengurangi ketentuan 
ayat (1) penyidik dapat melakukan 
penyitaan hanya atas benda bergerak 
dan untuk itu wajib segera melaporkan 
kepada ketua pengadilan negeri 
setempat guna memperoleh 
persetujuannya. Penyidik pegawai negeri 
sipil tertentu mempunyai wewenang 
sesuai dengan undang-undang hukumnya 
masing-masing dan dalam pelaksanaan 
tugasnya berada di bawah koordinasi dan 
pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat 
(2) KUHAP). Dengan kata lain, wewenang 
penyidik pegawai negeri sipil tertentu 
hanya terbatas sesuai dengan undang-

                                                             
29 Ibid, hal. 54. 
30 Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara 
Pidana Dalam Teori dan Praktek, (Editor) Risman F. 
Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 54. 
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undang yang menjadi dasar hukum 
pelaksanaan tugas mereka.31 

Menurut Pasal 8 KUHAP ayat (1), penyidik 
membuat berita acara tentang pelaksanaan 
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain 
dalam undang-undang ini. Ayat (2) Penyidik 
menyerahkan berkas perkara sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: 
1. Pada tahap pertama penyidik hanya 

menyerahkan berkas perkara; 
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap 

selesai, penyidik menyerahkan tanggung 
jawab atas tersangka dan barang bukti 
kepada penuntut umum. 
Menurut Pasal 75 Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (1) berita 
acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: 

a. pemeriksaan tersangka; 

b. penangkapan; 

c. penahanan; 

d. penggeledahan; 

e. pemasukan rumah; 

f. penyitaan benda; 

g. pemeriksaan surat; 

h. pemeriksaan saksi; 

i. pemeriksaan di tempat kejadian; 

j. pelaksanaan penetapan dan putusan 
pengadilan; 

k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan 
ketentuan dalam undang-undang ini.32 

Pembangunan yang sedemikian itu di bidang 
hukum acara pidana bertujuan, agar 
masyarakat dapat menghayati hak dan 
kewajibannya dan agar dapat dicapai serta 
ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana 
penegak hukum sesuai dengan fungsi dan 
wewenang masing-masing ke arah tegak 
mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan 
yang merupakan pengayoman terhadap 
keluhuran harkat serta martabat manusia, 
ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya 
Republik Indonesia sebagai negara hukum 
sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945.33 

Perkara pidana itu ada jika diketahui ada 
tindak pidana atau peristiwa pidana atau 

                                                             
31Ibid, hal. 18. 
32Ibid, hal. 20. 
33Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, I. Penjelasan Umum. Angka 
2. 

kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau 
beberapa orang. Berbeda dengan perkara 
perdata, di mana inisiatif untuk mengajukan 
perkara diambil oleh orang-orang yang merasa 
dirugikan, maka dalam perkara pidana, inisiatif 
untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh 
negara. Mengajukan perkara pidana di 
pengadilan karena adanya tindak pidana atau 
kejahatan. Diketahui terjadinya tindak pidana 
dari empat kemungkinan, yaitu: 
1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 

19 KUHAP); 
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP); 
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP); 

Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau 
cara lain sehingga penyidik mengetahui 
terjadinya delik, seperti baca di surat kabar, 
dengar di radio, dengar orang bercerita dan 
lain-lain. Perbedaan dengan hukum pidana 
adalah hukum pidana merupakan peraturan 
yang menentukan tentang perbuatan yang 
tergolong perbuatan pidana, syarat-syarat 
umum yang harus dipenuhi agar suatu 
perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana, 
pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum 
dan macam-macam hukuman yang dapat 
dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana.34  

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga 
tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni 
tahap penegakan hukum in abtracto oleh 
badan pembuat undang-undang (tahap 
legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni 
tahap penerapan hukum pidana oleh para 
aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, 
kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). 
Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap 
pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh 
aparat-aparat pelaksana pidana (tahap 
eksekutif atau administrasi).35  

Bila mengacu kepada tujuan sistem 
peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai 
usaha mencegah dan menanggulangi 
kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan 
direhabilitasi serta dilindunginya korban dan 
masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja 
sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: 
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga 
Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang 
sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya 

                                                             
34 Ibid. 
35 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Cetakan 
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,hal. 2-3. 
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pidana penjara adalah kepolisian sebagai 
penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. 
Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan 
penegak hukum dalam arti bahwa ketiga 
instansi ini yang menentukan seseorang itu 
dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya 
hakim.36 

Merosotnya tingkat kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga peradilan 
tersebut tentu saja banyak disebabkan oleh 
perbuatan oknum-oknum hukum ataupun di 
luar hukum. Oknum yang rela mengadaikan 
keadilan dan kebenaran dengan uang atau 
kemewahan.37 Oknum tersebut bisa terdiri dari 
jaksa, pengacara, polisi bahkan juga hakim.  
Inilah yang kita sebut sebagai mafia-mafia 
peradilan.38 

Penegak hukum merupakan golongan 
panutan dalam masyarakat yang hendaknya 
mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, 
sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka 
harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan 
pengertian dari golongan sasaran, disamping 
mampu membawakan atau menjalankan 
peranan yang dapat diterima oleh mereka, 
kecuali  dari itu, maka golongan panutan harus 
dapat memanfaatkan unsur-unsur pola 
tradisional tertentu, sehingga menggairahkan 
partisipasi dari golongan sasaran atau 
masyarakat luas. Golongan panutan juga harus 
dapat memilih waktu dan lingkungan yang 
tepat di dalam memperkenalkan norma-norma 
atau kaidah-kaidah yang baru serta 
memberikan keteladanan.39 

Secara konsepsional, maka inti dan arti 
penegakan hukum terletak pada kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 
mantap dan mengejawantah dan sikap tindak 
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, 
untuk menciptakan, memelihara dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 
Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis 

                                                             
36 Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, Op.Cit, hal. 56. 
37Jonaedi Efendi, Mafia Hukum (Mengungkap  Praktik 
Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif 
Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif), 
Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, 
hal 6. 
38Ibid  
39Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Penegakan Hukum, Edisi I. PT. RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2010, hal. 34. 

tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, 
sehingga akan tampak lebih konkret.40 

Penegakan hukum dijalankan untuk 
menjaga, mengawal dan menghantar hukum 
agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum 
dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan 
penegakan hukum merupakan tindakan 
penerapan hukum terhadap setiap orang yang 
perbuatannya menyimpang dan bertentangan 
dengan norma hukum, artinya hukum 
diberlakukan bagi siapa saja dan 
pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme 
dan cara dalam sistem penegakan hukum yang 
telah ada.41Dengan kata lain penegakan hukum 
sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan 
mengawal hukum agar tetap tegak sebagai 
suatu norma yang mengatur kehidupan 
manusia demi terwujudnya ketertiban, 
kemanan dan ketentraman masyarakat dalam 
menjalankan kehidupannya.42  
 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum rahasia 

dagang terjadi apabila seseorang dengan 
sengaja mengungkapkan rahasia dagang 
dengan cara mengingkari kesepakatan atau 
mengingkari kewajiban tertulis atau tidak 
tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang 
bersangkutan dan pihak lain memperoleh 
atau menguasai rahasia dagang tersebut 
dengan cara yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta dengan sengaja dan tanpa hak 
menggunakan rahasia dagang pihak lain 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

2. Penyidikan pelanggaran hukum atas rahasia 
dagang dilakukan oleh penyidik Pejabat 
Polisi Negara Republik Indonesia dan 
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan departemen yang lingkup tugas 
dan tanggung jawabnya meliputi Hak 
Kekayaan Intelektual diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-uundang Nomor 8 

                                                             
40 Ibid, hal. 5. 
41  Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di 
Indonesia, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, 
Yogyakarta, 2008, hal. 61. 
42 Ibid. hal. 62. 
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Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
di bidang Rahasia Dagang. Kewenangan 
penyidik, yaitu melakukan pemeriksaan atas 
kebenaran pengaduan atau keterangan dan 
pembukuan, pencatatan dan dokumen 
lainnya, barang bukti serta terhadap pihak 
yang melakukan tindak pidana di bidang 
Rahasia Dagang. Penyidik dapat melakukan 
penyitaan terhadap bahan dan/atau barang 
hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti 
dalam perkara tindak pidana di bidang 
Rahasia Dagang, dan/atau meminta bantuan 
ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia 
Dagang. 

 
B. SARAN 
1.  Untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk 

pelanggaran hukum atas rahasia dagang, 
maka diperlukan adanya upaya di dalam 
suatu perusahaan untuk membuat 
prosedur baku berdasarkan praktik umum 
yang berlaku di perusahan-perusahan lain 
sesuai dengan ukuran kewajaran, 
kelayakan, dan kepatutan dan dituangkan 
ke dalam ketentuan-ketentuan hukum di 
dalam perusahaan yang menetapkan 
bagaimana rahasia dagang wajib dijaga dan 
siapa yang bertanggung jawab atas 
kerahasiaan itu serta sanksi apabila terjadi 
pelanggaran hukum sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

2. Dalam melakukan penyidikan terhadap 
pelanggaran hukum atas rahasia dagang 
diperlukan kerjasama dan koordinasi yang 
baik antara penyidik Pejabat Polisi Negara 
 Republik Indonesia dan Penyidik Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil, mengingat alat bukti 
 yang dikumpulkan haruslah dilakukan 
secara cermat dan teliti agar dapat 
 dipertanggungjawabkan secara hukum 
telah memenuhi unsur-unsur alat bukti yang 
sah  sesuai dengan hukum acara pidana 
guna diserahkan untuk kepentingan proses 
penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan. 
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